
BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 
NOMOR 40TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 56 TAHUN 
2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, KELAS II, 

DAN KELAS VIP/VVIP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI JOMBANG, 

a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2017 
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Kelas II, dan 
Kelas VIP /VVIP pada Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang perlu 
disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga 
perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tarif 
Pelayanan Kesehatan Kelas I, Ke1as II, dan Ke1as VIP /VVIP 
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan 'dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
8akit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan 80sial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5607); 

13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5612); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 
Tahun 2016; . 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah; 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan 
Nasional; 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 
Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
Penye1enggaraan Program Jaminan Kesehatan; 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 
ten tang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, 
dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 
ten tang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit; 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan 
Eksekutif di Rumah Sakit; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 
Nomor lO/B, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 
Nomor 10/B); 
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30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2013 ten tang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2013 Nomor 7/E) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Jombang Nomor 3A Tahun 2016 (Berita 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3A/E); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 56 TAHUN 
2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, 
KELAS II, DAN KELAS VIP/VVIP PADA BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
KABUPATEN JOMBANG 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati 
Jombang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan 
Kesehatan Kelas I, Kelas II , dan Kelas VIP/VVIP Pada Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 20 17 Nomor 56/E), pada ketentuan Lampiran diubah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

Diundangkan di Jombang 
pada tan gal 25 J uli 2019' 
SEKRET RIS DAERAH 
KAB A ANG. 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 25 Juli 2019 

~~BAiG:w 

~JI~AHA. 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 40/E 

O:\ HUKUM 4\ PERATURAN BU PATJ\20 19\ rsud jombang\ DrtI.ft Tarif\PERBUP PERUBAHAN PERBUP TARIF hk.doc 


















































































































































